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Abstrak:
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan kekosongan rumusan delik ecocide dalam hukum nasional dengan model pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum mengatur ecocide sebagai delik khusus yang berdiri sendiri, sehingga kerusakan lingkungan yang sangat berat masih ditangani melalui tindak pidana lingkungan. Pada saat yang sama, bentuk pertanggungjawaban terhadap ecocide dalam hukum pidana internasional berpijak pada pertanggungjawaban pidana individu yang mencakup pelaku langsung, pelaku bersama, pemberi perintah, pembantu, pihak yang berkontribusi dalam kejahatan kolektif, serta atasan yang gagal mencegah terjadinya kejahatan. Artikel ini menyimpulkan bahwa respons hukum terhadap ecocide memerlukan perumusan yang lebih presisi di tingkat nasional dan kerangka pertanggungjawaban yang mampu menembus aktor pengendali di balik kerusakan lingkungan berat.
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Abstract:
This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches, supported by library research on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The novelty of this article lies in linking the absence of a specific ecocide offense in national law with the model of individual criminal responsibility in international criminal law. The findings show that Indonesia has not yet recognized ecocide as an autonomous offense, so severe environmental destruction remains addressed through the general regime of environmental crimes. At the international level, liability for ecocide is grounded in individual criminal responsibility, covering direct perpetrators, co-perpetrators, those who order or induce, those who aid or facilitate, those who contribute to collective crimes, and superiors who fail to prevent the commission of the crime. This article concludes that an effective legal response to ecocide requires a more precise formulation at the national level and a liability framework capable of reaching the controlling actors behind grave environmental destruction.
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A. PENDAHULUAN
Kejahatan internasional lahir dari kebutuhan komunitas global untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia melalui penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran yang paling serius. Selama ini, konstruksi kejahatan internasional terutama bertumpu pada empat core crimes, yakni genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Akan tetapi, perkembangan mutakhir memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan dalam skala besar mulai ditempatkan sebagai ancaman yang tidak lagi sebagai persoalan administratif atau pelanggaran hukum nasional biasa. Dalam beberapa dekade terakhir, wacana mengenai ecocide menguat seiring meningkatnya perhatian terhadap pemusnahan ekosistem yang meluas, berdurasi panjang, dan berdampak serius terhadap kehidupan manusia maupun keberlanjutan alam. Kerusakan ekologis yang ekstrem telah bergerak melampaui batas-batas kerugian lokal dan menimbulkan konsekuensi global [1]
Perkembangan tersebut juga tampak dari mulai diadopsinya gagasan ecocide di sejumlah negara. Prancis telah mengesahkan ketentuan ekosida melalui Code de l’Environnement pada tahun 2021, Belgia kemudian memasukkan ecocide ke dalam KUHP Belgia 2024 sebagai kejahatan internasional, dan Filipina telah mengusulkan rancangan peraturan yang memuat gagasan serupa. Arah perkembangan itu memperlihatkan bahwa kerusakan lingkungan yang berat mulai diperlakukan sebagai ancaman serius yang memerlukan mekanisme kriminalisasi yang lebih kuat. Pada tahap ini, ecocide tidak lagi diartikan hanya sebagai istilah moral atau politik, melainkan sebagai konsep hukum yang sedang bergerak menuju kodifikasi yang lebih tegas. Perubahan tersebut sekaligus memberi tekanan terhadap sistem hukum nasional, termasuk Indonesia, untuk menilai apakah perangkat hukumnya telah memadai dalam merespons penghancuran lingkungan yang bersifat sistemik, meluas, dan berjangka panjang [2]. 
Indonesia memang telah memiliki kerangka hukum lingkungan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, undang-undang tersebut belum merumuskan ecocide sebagai delik khusus dengan unsur yang berdiri sendiri. Pasal 69 ayat (1) huruf a hanya melarang perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, tanpa merumuskan secara eksplisit kerusakan ekosistem besar yang bersifat meluas dan jangka panjang sebagai inti dari ecocide. Ketiadaan perumusan tersebut memunculkan persoalan lanjutan. Pertama, karakter ecocide yang dapat berdampak lintas batas tidak sepenuhnya terjangkau oleh instrumen nasional. Kedua, regulasi nasional belum secara memadai menyentuh pelaku pengendali keputusan, seperti pimpinan korporasi atau pejabat yang menentukan kebijakan. Ketiga, sanksi yang tersedia dipandang belum cukup untuk membangun efek jera terhadap kerusakan ekologis yang sangat berat [3]. 
Masalah yang sama juga muncul pada tingkat internasional. Statuta Roma masih memperlihatkan keterbatasan dalam memberi perlindungan langsung terhadap lingkungan hidup, sebab kerusakan ekologis pada umumnya masih ditangani melalui instrumen administratif atau hukum lingkungan nasional yang fragmentaris. Padahal, perusakan hutan tropis, pencemaran laut lintas batas, dan degradasi ekosistem dapat menghasilkan dampak destruktif yang sebanding dengan kejahatan internasional lain dalam hal penderitaan sosial, ekonomi, dan politik. Kelemahan ini makin terlihat ketika penegakan hukum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan skala besar sering berhenti pada sanksi administratif atau kompensasi finansial, tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana pihak yang memegang kendali. Dalam keadaan seperti itu, ketiadaan konstruksi pidana internasional yang tegas terhadap ecocide berpotensi memperkuat impunitas, terutama ketika pelakunya berada dalam posisi politik dan ekonomi yang kuat [4]. 
Penelitian terdahulu menegaskan urgensi pengakuan ecocide sebagai kejahatan internasional, tetapi belum menjawab seluruh persoalan yuridis yang diperlukan. Novantia, misalnya, menekankan bahwa kerusakan lingkungan yang berdampak lintas batas telah melampaui kapasitas hukum nasional untuk memberikan efek jera yang memadai, sehingga diperlukan pengakuan normatif ecocide sebagai kejahatan internasional baru [5]. Sementara itu, Sasmini menguraikan hambatan kodifikasi ecocide dalam hukum internasional, terutama karena belum adanya konsensus yuridis dan politik mengenai unsur-unsur deliknya [6]. Dua penelitian tersebut memberi fondasi penting, tetapi keduanya belum membahas secara mendalam bagaimana posisi pengaturan ecocide dalam hukum Indonesia sekaligus bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya dalam kerangka hukum pidana internasional. Di sinilah letak celah penelitian artikel ini, yaitu bukan hanya menegaskan urgensi ecocide, melainkan menghubungkan persoalan pengaturan nasional dengan model pertanggungjawaban pidana yang relevan pada tingkat internasional. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu bagaimana pengaturan tindak pidana lingkungan ecocide di Indonesia dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap ecocide dalam hukum pidana internasional. Dua pertanyaan itu sejalan dengan tujuan penelitian yakni untuk menganalisis konstruksi pengaturan ecocide di Indonesia dan menelaah bentuk pertanggungjawabannya dalam kerangka hukum pidana internasional. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini berangkat dari argumen bahwa persoalan ecocide tidak cukup dijawab dengan penguatan larangan umum atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Yang dibutuhkan adalah perumusan hukum yang lebih presisi mengenai karakter kerusakan ekologis berat dan desain pertanggungjawaban pidana yang mampu menjangkau pelaku utama di balik pengambilan keputusan destruktif terhadap lingkungan.
B. METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang digunakan untuk menganalisis ecocide sebagai persoalan hukum pidana lingkungan dan hukum pidana internasional. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dipakai untuk menelaah pengaturan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan di Indonesia serta ketentuan pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah gagasan ecocide sebagai konstruksi kejahatan yang berkembang dalam diskursus hukum internasional. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter dengan menelaah peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan isu penelitian. Bahan hukum yang terkumpul terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan cara mengorganisasikan, menguraikan, dan menafsirkan bahan hukum secara sistematis agar diperoleh jawaban atas permasalahan mengenai pengaturan ecocide di Indonesia dan bentuk pertanggungjawabannya dalam hukum pidana internasional.
C. PEMBAHASAN
1. Pengaturan Tindak Pidana Ecocide di Indonesia.
Pengaturan ecocide di Indonesia sampai saat ini masih berada pada tahap tidak langsung. Hukum positif Indonesia belum mengenal ecocide sebagai delik khusus yang dirumuskan secara tegas dalam satu pasal tersendiri. Karena itu, apabila terjadi kerusakan lingkungan dalam skala sangat berat, instrumen yang digunakan tetap bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama ketentuan larangan umum dan delik akibat yang telah ada. Posisi ini memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional belum membangun klasifikasi tersendiri terhadap penghancuran ekosistem yang bersifat meluas, berdurasi panjang, dan berat, melainkan masih menempatkannya dalam aspek umum tindak pidana lingkungan [7]. Dengan konstruksi seperti itu, ecocide belum hadir sebagai kategori normatif yang mandiri, tetapi masih dibaca melalui perangkat hukum lingkungan yang sudah tersedia. 
Dasar normatif yang paling dekat untuk membaca ecocide dalam hukum Indonesia terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf a UU PPLH yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Ketentuan ini berfungsi sebagai larangan dasar, tetapi rumusannya masih sangat umum. Pasal tersebut belum membedakan secara tegas antara kerusakan lingkungan biasa dengan kerusakan ekosistem ekstrem yang menghancurkan daya dukung alam dalam skala luas. Pada level ini, hukum nasional memang sudah mengenali perusakan lingkungan sebagai perbuatan terlarang, tetapi belum mengembangkan unsur delik yang dirancang khusus untuk menjangkau kualitas kerusakan yang identik dengan ecocide [8]. Akibatnya, pemaknaan terhadap kerusakan berat masih sangat bergantung pada konstruksi penafsiran dan pembuktian dalam kasus konkret. 
Keterbatasan itu kemudian sedikit ditutupi oleh Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH yang mengatur delik akibat. Dua pasal tersebut membuka ruang untuk menilai kerusakan yang levelnya lebih serius karena menggunakan frasa “dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” Artinya, hukum nasional tidak semata bergerak pada pelanggaran prosedural, melainkan juga mengenal akibat material sebagai ukuran pidana. Bagi konstruksi ecocide, keberadaan delik akibat ini penting karena ia memberi pintu masuk terhadap penghancuran lingkungan yang telah melampaui batas toleransi. Meski demikian, pasal-pasal tersebut tetap belum identik dengan ecocide, sebab ukuran yang dipakai masih bertumpu pada baku mutu dan kriteria kerusakan, belum pada kategori kerusakan ekosistem yang dirumuskan sebagai kejahatan luar biasa karena sifatnya yang meluas, lama, dan berat [9]. 
Secara substansial, ecocide menuntut adanya tingkat kerusakan yang jauh lebih tinggi daripada pelanggaran lingkungan biasa. Yang dimaksud bukan kesalahan administratif atau pelanggaran yang dampaknya cepat hilang, melainkan kerusakan ekosistem yang nyata, serius, dan sulit dipulihkan, seperti perubahan kualitas air atau tanah dalam jangka lama, kematian biota secara besar-besaran, atau hilangnya fungsi kawasan tertentu sehingga masyarakat sekitar ikut terdampak. Masalahnya, walaupun gambaran substantif ini dapat dibaca dari perkembangan konseptual ecocide, hukum nasional belum menerjemahkannya ke dalam unsur delik yang lebih presisi. Akibatnya, antara konsep ecocide sebagai kerusakan ekologis ekstrem dan perangkat hukum nasional yang tersedia masih terdapat jarak yang cukup lebar. Jarak tersebut membuat penegakan hukum mudah berhenti pada kategori pencemaran atau perusakan biasa, padahal akibat faktualnya bisa jauh lebih destruktif. 
Persoalan berikutnya terletak pada subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam perkara lingkungan, kerusakan besar sangat jarang lahir dari tindakan pelaksana lapangan semata. Ia umumnya berkaitan dengan badan usaha, struktur perintah, dan keputusan yang diambil di tingkat pengendali kegiatan. Karena itu, pembahasan ecocide dalam hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pasal 116 dan Pasal 117 UU PPLH. Pasal 116 ayat (1) membuka kemungkinan penjatuhan pidana terhadap badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin kegiatan, sedangkan Pasal 116 ayat (2) memperluas penarikan tanggung jawab kepada pemberi perintah atau pemimpin kegiatan meskipun tindak pidana dilakukan oleh pihak yang bekerja dalam lingkup badan usaha melalui hubungan kerja atau hubungan lain. Pasal 117 bahkan memberi pemberatan sepertiga bagi pemberi perintah atau pemimpin kegiatan. Struktur ini sangat penting karena ia menegaskan bahwa hukum lingkungan Indonesia sesungguhnya telah memiliki dasar untuk menembus lapisan pengendali, bukan hanya menghukum operator lapangan [10]. 
Walau demikian, keberadaan Pasal 116 dan Pasal 117 belum otomatis menyelesaikan problem normatif ecocide. Persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidak ada jalur pertanggungjawaban korporasi, melainkan apakah kerusakan yang ditimbulkan dapat dibuktikan secara meyakinkan dan apakah penanggung jawab dapat ditarik sampai kepada badan usaha, pemberi perintah, atau pemimpin kegiatan. Dalam kasus kerusakan ekologis besar, pembuktian mengenai “dilampauinya” kriteria baku kerusakan lingkungan sangat bergantung pada data dan pengawasan yang rapi. Tanpa dukungan data yang kuat, perkara mudah diperdebatkan pada level teknis, sehingga penghancuran lingkungan yang sesungguhnya berat dapat turun derajat menjadi pelanggaran biasa [11]. Di sini terlihat bahwa kekosongan delik khusus ecocide membuat beban penegakan hukum jauh lebih berat karena penuntut umum harus berpatokan dengan aspek umum yang unsur dan ambangnya belum dirumuskan secara spesifik untuk kerusakan ekstrem. 
Berangkat dari kondisi tersebut, tiga arah pengaturan yang mungkin ditempuh Indonesia. Pilihan pertama adalah penguatan penerapan pasal yang sudah ada, terutama Pasal 98, Pasal 99, Pasal 116, dan Pasal 117, tanpa membentuk delik baru. Pilihan kedua adalah memasukkan kategori delik khusus kerusakan ekosistem berat ke dalam UU PPLH, sehingga kerusakan yang meluas, lama, dan berat tidak lagi diperlakukan sama dengan pelanggaran lingkungan biasa. Pilihan ketiga adalah membentuk delik “payung” dalam kebijakan pidana bidang lingkungan yang terhubung dengan UU PPLH dan aturan sektoral lain, sehingga perkara yang masih dapat ditertibkan secara administratif tetap ditangani melalui jalur administratif, sedangkan perkara yang berdampak sangat berat diarahkan ke delik pidana yang lebih tegas [12]. Tiga opsi ini memperlihatkan bahwa eksistensi normatif ecocide di Indonesia masih berada dalam tahap transisional, yaitu belum menjadi delik khusus, tetapi sudah ada kebutuhan kuat untuk menentukan apakah yang ada cukup diperkuat atau justru perlu reformulasi kriminalisasi yang lebih khusus.

2. Bentuk Pertanggungjawaban terhadap Ecocide dalam Hukum Pidana Internasional.
Bentuk pertanggungjawaban terhadap ecocide dalam hukum pidana internasional pada dasarnya harus dibaca dari arsitektur umum kejahatan internasional. Hukum pidana internasional dibangun di atas prinsip bahwa pelanggaran paling serius terhadap komunitas internasional tidak dibebankan kepada negara sebagai abstraksi, melainkan kepada manusia konkret yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, atau melaksanakan kejahatan tersebut. Karena itu, ketika ecocide dibahas sebagai calon kejahatan internasional atau sebagai bentuk kejahatan yang sedang bergerak menuju kodifikasi, pertanggungjawabannya tetap bukan tanggung jawab kolektif yang anonim, tetapi pertanggungjawaban pidana individu [13]. 
Prinsip tersebut memperoleh dasar eksplisit dalam Pasal 25 Statuta Roma. Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi terhadap individu, bukan terhadap negara. Rumusan ini menegaskan bahwa yang dicari bukan kesalahan kolektif suatu negara, melainkan keterkaitan personal antara subjek tertentu dan perbuatan pidana yang terjadi. Dengan konstruksi demikian, apabila ecocide diletakkan dalam kerangka Statuta Roma, maka bentuk pertanggungjawabannya harus mengikuti pola yang sama, yakni menilai siapa pelaku utama, siapa yang memberi perintah, siapa yang membantu, dan siapa yang berkontribusi dalam pelaksanaan kejahatan. Posisi ini sekaligus menolak gagasan bahwa kerusakan lingkungan besar cukup ditangani dengan menyalahkan korporasi atau institusi secara abstrak tanpa menelusuri aktor pengendali di balik keputusan yang menimbulkan kehancuran ekologis [14]. 
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk yang paling utama terletak pada Pasal 25 ayat (3) huruf (a) Statuta Roma, yaitu pertanggungjawaban bagi pelaku yang melakukan sendiri, bersama-sama, atau melalui orang lain. Dalam konteks ecocide, bentuk ini relevan untuk menjerat subjek yang secara langsung menjalankan atau mengendalikan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan berat. Rumusan “melalui orang lain” sangat penting, karena banyak kerusakan ekologis besar tidak dilakukan sendiri oleh pengambil keputusan, tetapi melalui rantai komando, aparat perusahaan, kontraktor, atau pelaksana lapangan. Karena itu, pembuktian dalam ecocide tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus bergerak ke pihak yang memiliki kendali efektif atas tindakan dan arah kegiatan. Di sinilah tampak bahwa Pasal 25 ayat (3) huruf (a) memberi ruang untuk menembus struktur pelaksanaan yang berlapis, selama hubungan antara pengendali dan perbuatan dapat dibuktikan secara yuridis. 
Bentuk berikutnya terdapat dalam Pasal 25 ayat (3) huruf (b), yakni terhadap pihak yang memerintahkan, meminta, atau mendorong dilakukannya kejahatan. Bagi ecocide, bentuk ini sangat strategis karena karakter kejahatan lingkungan skala besar sering lahir dari keputusan manajerial, kebijakan perusahaan, atau arahan pejabat yang tidak selalu hadir di lokasi kerusakan. Dalam banyak perkara, kehancuran lingkungan bukan hasil tindakan spontan, melainkan akibat keputusan yang diambil melalui proses perencanaan, persetujuan, atau pembiaran yang terstruktur. Karena itu, orang yang memberi perintah atau yang mendorong terjadinya tindakan berbahaya harus tetap dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun ia tidak menyentuh langsung objek yang dirusak. Tanpa perluasan ke pemberi perintah, hukum pidana internasional akan gagal menjangkau pusat pengendalian yang justru paling menentukan terjadinya ecocide. 
Selanjutnya, Pasal 25 ayat (3) huruf (c) mengatur pihak yang membantu atau memfasilitasi pelaksanaan kejahatan. Bentuk ini memberi dasar untuk menarik pertanggungjawaban terhadap mereka yang mungkin bukan perencana utama, tetapi menyediakan dukungan yang membuat kejahatan dapat terlaksana. Bantuan tersebut tidak cukup sebagai kontribusi biasa, melainkan harus dibaca dalam hubungan dengan tujuan memfasilitasi pelaksanaan kejahatan. Untuk perkara ecocide, kategori ini dapat menjangkau pihak yang menyediakan sarana, akses, pembiayaan, perlindungan operasional, atau dukungan teknis lain yang secara sadar memperkuat terjadinya penghancuran lingkungan. Nilai penting pasal ini terletak pada pengakuan bahwa kejahatan internasional sering kali berlangsung melalui jaringan peran, sehingga pertanggungjawaban tidak dibatasi pada pelaku inti saja. Dengan cara itu, ecocide dibaca sebagai kejahatan yang dapat melibatkan banyak lapisan partisipasi, masing-masing dengan tingkat keterlibatan yang berbeda. 
Bentuk lain yang juga relevan adalah Pasal 25 ayat (3) huruf (d), yaitu pertanggungjawaban bagi pihak yang berkontribusi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan bersama. Rumusan ini penting karena ecocide sangat mungkin terjadi dalam struktur kolektif yang tidak selalu dapat dijelaskan sebagai hubungan perintah tunggal. Ada situasi di mana kerusakan ekologis lahir dari kerja bersama sejumlah aktor yang masing-masing memberi kontribusi terhadap tujuan yang sama, meskipun bentuk kontribusinya tidak identik. Dalam keadaan seperti itu, Pasal 25 ayat (3) huruf (d) memberi dasar untuk menilai peran setiap individu tanpa jatuh pada tanggung jawab kolektif yang kabur. Bentuk inilah yang relevan untuk situasi kejahatan kelompok, dan itu cocok dengan karakter ecocide yang sering bersifat terorganisasi, melibatkan keputusan berlapis, serta dijalankan oleh berbagai pihak dalam satu orientasi kegiatan yang sama. 
Selain bentuk-bentuk partisipasi tersebut, dalam hukum pidana internasional, tanggung jawab tidak selalu lahir dari tindakan aktif; ia juga dapat lahir dari kegagalan bertindak ketika seseorang memiliki kewenangan struktural untuk mencegah kejahatan. Doktrin command responsibility yang kemudian diadopsi dalam Pasal 28 Statuta Roma menjadi penting untuk membaca situasi ketika atasan militer atau pejabat sipil mengetahui, atau semestinya mengetahui, adanya tindakan yang menimbulkan kehancuran, tetapi tidak mencegah atau menghentikannya. Dalam perkara ecocide, dimensi ini sangat signifikan karena kerusakan lingkungan berat sering berlangsung dalam kurun waktu yang cukup panjang, sehingga ruang pencegahan sebenarnya tersedia. Jika otoritas yang berwenang memilih diam atau membiarkan, pembiaran tersebut tidak bisa selalu dipandang netral. Ia dapat berubah menjadi dasar pertanggungjawaban ketika posisi, kewenangan, dan pengetahuan pelaku memenuhi syarat yuridis yang diperlukan [15].

D. KESIMPULAN
Pengaturan tindak pidana ecocide di Indonesia hingga saat ini belum hadir sebagai delik khusus yang dirumuskan secara mandiri dalam hukum positif. Instrumen yang tersedia masih bertumpu pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama ketentuan mengenai larangan perusakan lingkungan, delik akibat, serta pertanggungjawaban badan usaha dan pihak yang memberi perintah atau memimpin kegiatan. Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional telah memiliki dasar untuk menindak kerusakan lingkungan yang serius, tetapi belum membentuk kategori normatif yang secara khusus menjangkau penghancuran ekosistem yang meluas, berat, dan berdurasi panjang. Pada sisi lain, bentuk pertanggungjawaban terhadap ecocide dalam hukum pidana internasional berpijak pada pertanggungjawaban pidana individu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Statuta Roma, yang mencakup pelaku langsung, pelaku bersama, pemberi perintah, pihak yang membantu, dan pihak yang berkontribusi dalam kejahatan yang dilakukan secara kolektif, serta diperkuat oleh doktrin command responsibility. Posisi tersebut menegaskan bahwa respons hukum terhadap ecocide memerlukan perumusan delik yang lebih presisi di tingkat nasional dan kerangka pertanggungjawaban yang mampu menembus aktor pengendali di balik perusakan lingkungan berat.
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